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SI.-TRAT KEPLITUSAN

PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKR"EDITASI MANDIRJ

PENDIDIKAN TINGGI KESEIIATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM.PTKCS)

Nomor:
0 1 994AM- PTKe s/Ak r /Dip firr / 2O 18

Tentang

STATUS, NI[AI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STI.DI DTPLOMA TTGA FISIOTER{PI
UNIIERSITAS PEI(ALONGAhI, PEKALONGAN

i. Bahn.a sesuai dengan Kepu'rusan Nlenteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia No. 291/P/2O14 tanggal 17 Oktober 201'1 tentang
Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Nlandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan;
?. Bahrva sesuai dengan Surat lio. 46lE.E3/KLi7015 tanggal 2 Februari 201J

llenteri Riset, Teknologi dan Pendldikan Tinggi (Nlenristek Dikti) tentang

operasionalisasi LAN{-PTKes untuk mulal melaksanakan akreditasi pada

tanggal 1 l\'Iaret 2015;

3. Bahua sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpuian L{N{-PTKes No.

00-t/PPl09. 2015 tanggai 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi
Program Studi Kesehatan di LAII-PTKes;

{, BahH'a status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan

sebagarmana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua

Perkumpulan L{lrI-PTKes.

1. Undang-Undang Republik indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;
'2. Undang-t.indang Repubiik Indonesia'No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik indonesia No. 1-1 Tahun 2005 tentang Guru dau

I)osen;
:1. tJndang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehattan;

5. tindang-tjndang Republik Indone sia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidilian
Tinggi;

6. Iindang-{.lndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan

Kedokteran;
7. {.indang-Undang RepuLrlik lndonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan;
f . ijndang-Lindang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang

Keperan'atan;
9. Pcraturan Pemerintah Republik Indoncsia it{o. 19 Tahun 2005 tentang

Stanclar Nasional Pendidikan, .io Peraturan Pcmerintah Republik Indonesia

No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

tg Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, jo Peraturan

Pemerintah RepuLriik indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sterndar

Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pernerintah Republlk Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kef armasi an ;
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11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. -1 Tahun 201,1 tentang
Penyelenggaraan Pendiclikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Presidetr ]tio. I Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasr
Nasional Indonesia;

13. Peraturan llenterl Kesehatan Repubiik Indonesia No.

1.16.1/llenkes/PERrl,t2010 Tahun 201 0 tentang l.irn dan Peny,elenggaraan

Praktik tsidan;

1.{. Peratuan }Ienteri Rrset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
I.ndonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Atr<reditasi Program Studi dan
Pcrguruan Tinggi;

i 5. Keputusan }lenteri Hukum dan Hak.{sasi }Ianusia No..{HLI - 30.AH.01.07.
Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan L{.}{-PTKes
Indonesia.

Berita Acara Rapat Pleno \lajelis {kreditasi No. 003/LA.}I-PTKes,/BA
Alir/IIIl2018 tanggal 17 I'laret 2018.

MEMUTUSI(A,N

Status, Nilai, dan Peringkat -\kreditasi Program Studi Kesehatan.

AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA FISIOTERAPI UNN'ERSITAS
PEKALON GAN, PEIiALONGAN

S'I'ATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 324 (TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT)
PERINGKAT : B (BAIK)

Status, nilai, dan peringkat akrechtasi dalam l,eputusan hri berlaku selarna 5

(lima) tahun.

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan
program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-
undangan yang berlaku.

f)engan dikeluarkannl'a Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat
akreditasi terdahuiu diny'atakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggai ditetapkan.

Ditetapkan cii : Jakarta

: 17 Maret 2018

Chatib Warsa, Sp. MK., n* rd|

Salinan disampaikan kepada Yth:
f . i\{enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Llenteri Pendal'aan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. t,epala tsadan Kepeganaian Negara
-tr. Ketua Badan Alircditasi Nasionai Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Srvasta

6. Rektor/Ketua/Direktur Pergr"uuan Tlnggi 1'ang bersangkutan

2


